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JAKSA AGUI{G

REPUBLIK INDONESTA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMoR : pER- oos /A/JA/?J../2or3

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAWALAN DAN PENCAMANAN TAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBI,IK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatJ<an kelancaran
penyelesaian penanganajr perkara pidana dal
untuk mewujudkan peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan maka pengawalan dan
pengamanan fahalan baik sebelum, pada waktl,
dan setelah persidangan harus dioptimalkar agar
taia:ral tidak melarikan diri;

b. baiwa ketentuan-ketentuan tata laksana
pengawalan dan pengamanan ta.l-anan baik pada
tahap penyidikan, penuntutat, pemeriksaan di
sidang pengadilan dan eksekusi selama ini belum
diatur secara baku dalam suatu Standar
Operasional Prosedur (SOp);

c. baiwa pedoman dan landasar lruridis bagi
petugas-. pengawalan dan pengamanan taianaJl
peflu dlatur secara baku tentang ketenfuan
pengawalan dan pengamanan tahanan sebasai
dasar hukum yang mengikat bagi petugias
pengawalan dan pengamalan tahanan untuk
lebih berhati-hati serta bertanggung jawab;

d. 
!3hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimal<sud dalam huruf a, b dan c, perlu
menetapkan peralurar Jaksa Agung renlang
Standar Operasional prosedur (SOp) pingawalai
da! Pengamanan Tahanan.

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209):

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (l,embalan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 44Ol);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acaia Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelalsanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 90,
Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keda
Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Pelaturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-009 /AIJA/O1/2O11 latggal 24
Januari 2011 tertang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : KEP-S18/A/JA/11/2011 tanggal 1
Nopember 2011 tentang Perubahan Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEp-
132/J.A/1111994 tanggal 7 Nopember 1994
tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;

7. Instruksi Bersama Jaksa Agung Republik
Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor : INSTR-006/J.A/ lO/ 19S 1
targgal 6 Oktober 1981 dan Nomor : INS/ 17lX/81
tanggal 6 Oktober 1981 tentang Usaha
Pengamanan dan Kelancaran penldangan
perkara-perkara pidana;

8. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : SE-004/J.A/5/ 1983 tar.ggeJ 2 Mei 1983
tentang Pengawalan Taianan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
lndonesia Nomor : 35 Tahun 2Ol2 tanggal 19 Juni
2012 tentang Pedoman Penjrusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ISOP) PENGAWAT"{N
DAN PENGAMANAN TAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuian Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengar :

1. Pengawalao darr pengamanan tahanan adalah. tindakar untuk

mengawal dan mengamankan tahanan perkara tindak pidana pada

taiap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan darl

eksekusi.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanarr

Taharlan adalah tata kelola dan teknis pelaksanaan pengawalal dan

pengarnana! tahanan.

3. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannyar dalam hal serta menurut cara yajrg diatur dalam

undang-undang {di Rutan/Kota/Rumah).

4. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenaig oleh undarg-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuitan hukum tetap

serLa wewenang Iain berdasarkan undang-undang.

5. Penuntut Umum adalah Jatsa yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk melakukan penuntutan dan melaksalakan penetaparr

hakim.

6. Pejabat administrasi adalah pejabat struktural eselon III dan IV di

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung

pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi.

7. Staf administrasi adalah pegawai tata usaha di bidang tindak pidana

(pidurd dan pidsus) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang

diberi tugas untuk mengadministrasikan dan/atau tindakan

ketatausahaan dalam penanganan pe.kara tindak pidana.

8. Pengawal Tahanan adalah pegawai tata usaha dilingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia yang diberi tugas dengan Surat pedntah untuk
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menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada

tahap pCnyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan

eksekusi.

9. Pengawal Tahanan sebagaimana dimaksud pada argka 8 di atas terdiri

dari :

"  
l t n m a n r i a n  r a o  r .

b. Wakil komandar regu;

c. Anggota; dan

d. Pengemudi kendaraan ta}lanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalar dalr pengamaJran tahanan

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

Pasal 3

Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawala! dan pengafianan tahanan

bertujuan mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara

tindak pidara.

BAB NI

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan dan pengarnanan tahanan

ini berlaku untuk semua tahap pelaksanaan pengawalan dan pengamaran

taharlan perkara tindak pidana baik di tingkat Kejaksaar Agung,

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di tingkat Cabang Kejaksaan

Negeri, meliputi:

a. pengawalan dal pengamanan tahanan pada tahap penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilai dall eksekusi; dan



b. pelaksanaan peltgawalan dan pengamanan tahanan dar-i dal:

Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV

PROSEDUR PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN

Pasal 5

(1) Pada tahap penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan penahanan

rut8n oleh jaksa penyidik mal<a jaksa penyidik melaporkan kepada Kasi

Pidsus/Kacabjari/Aspidsus/Kasubdit Tindak pidana Korupsi dan

selanjutnya Kasi Pidsus/Kacabjad/Aspidsus/Kasubdit Tipikor

memedntahkan kepada pengawal tahanan untuk melakukal

pengawalan dart pengamanan tahanan.

(2) Pada tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang

bukti dari penyidik, terhadap tersangka yang dilakukan penahanan

Rutan oleh Penuntut Umum ma.ka penuntut Umum melaporkan kepada

Kasi Pidum/Kasi Pidsus selanjutnya Kasi pidum/Kasi pidsus

melaporkan pada Kajari, kemudian Kasi pidurn/Kasi pidsus

memerintahkan kepada pengawal tahanan untuk melal<ukan

pengawalan dan pengamanan tahanan.

(3) Pelaksanaan pengawalan dan pengarnanan tahanan sebagaimana

tersebut pada ayat (l) dan ayat (2) agar didampingi petugas Kepolisian

minimal 2 (dua) orang.

(4) Pelaksanaan pengawalan dan pengamana! tahanan sebagatmana

tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) maka setiap taharan wajib diborgol,

kecuali  terhadap tahanan anak.

(5) Pengawal Tahana! wajib mengecek kondisi dan kelaikan mobil tahanan

kemudian melapor kepada Kasi pidum/Kasi pidsus bahwa tahanarr srap
diantar-

pasal 6

Untuk kepentingan persidangan di pengadilan harus dilakukan prosedur

sebagai beriklt :

a. Penuntut Umum setelah menerima penetapan hari persidangan dari
Pengadilan Negeri segera memberitahukan kepada pengawal tahanan;
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Pengawal Taianan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat

surat pahggilan taleanan yang akan disidangkan dan ditujukan kepada

Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yalg ditandatangani oleh

Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejal<saan Negeri/Kepala

Seksi Tindal< Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidara Khusus;

Pengawal Taianan menyiapkar su.at permintaan bantuan pengawalai

dan pengamanan tahanan kepada Kepolisian setempat selarnbat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan yang ditandatangani oleh

Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejal<saan Negeri/Kepala Seksi

Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak pidana Khusus;

Pengawal Tahanan menyerahkan surat panggilan terhadap tahanan

yang akan disidangkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada

Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan paling larnbat 3 (tiga) hari

sebelum jadwal persidangan;

Pengawal Tahanan dibantu oleh petugas kepolisian menjemput tahanan

menggunakan mobil tahanan dalam kondisi terborgol kecuali tahanan

alal< dan dihitung satu persatu untuk dibawa dari Rutan atau Lembasa

Pemasyarakatan ke ruang tahanan pengadilan;

sesampainya tahanan di ruang tahanan pengadilan, tahanan tetap

dikawal daJI diawasi oleh pengawal tahanan dibantu oleh pehtgas

kepolisian serta diwajibkan untuk memakai baju seragam tahanan; dan

selama tahanan berada di ruang tahanan pengadilan tidak dibenarkan

dikunjungi/dibesuk oleh keluarga maupun kerabat tahanan.

Pasal 7

Pada saat persidangan berlangsung, pengawalan dan pengamanan taianan

harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut :

a. setiap ta}Ialran yang dikeludkan da_ri ruang tahanan pengadilan

menuJu mang sidang harus atas perintah penuntut Umum yang

bersangkutan dan dalam kondisi terborgol, selanjutnya borgol baru

dibuka setelah tahanan masuk pintu ruang sidang;

b. Pengawal TahaJla.rl w4jib mencatat setiap tahanan yang keluar dari

ruang tallarran pengadilan pada buku kontrol tahanan; dan

c. selama sidang berlangsung, tahanan tetap dalam pengawalan dan

pengatnanan pengawal tahanan dan petugas kepolisian.



Pasal 8

Pada saat tahanan selesai menjalani sidang, tahanan harus tetap dalam

pengawa.I.Ln darl pengamanan sesuai dengan proaedur sebagai berikut :

a- setiap tahalran yang telah selesai menjalani sidang, penuntut Umum

yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali secara fisik tahanan

dimaksud kepada pengawal tahanajrr serta mencatatnya pada buku

kontrol tahanan;

b. setiap tahanan yang keluar dari ruang sidang setelah sidang

sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib diborgol kembali (kecuali

tahanan anak) darl dimasukkan kembati ke ruang tahanan pengadilan

dengal dikawal oleh pengawal tahanan darr petugas kepolisian;

c. selama berada di ruang tahanan pengadilan hingga kerribali ke
Rutan/Lembaga Pemasyarakatan, tahanan tidak diperbolehkan keluar

dari ruang tahanan pengadilan;

Tahanan yang telah selesai menjalani sidaig dan al<an dibawa kembali

ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan wajib dihitung kembili oleh
pengawal tahanan, sesuai jumlah tahanan yang diambil darr

Rutan/l,embaga Pemasyarakatan, selanjutnya diborgol (kecuali

tahanan anak) dan dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke
Rutan/Lembaga Pemasyarakatan; dan

Pengawal Tahanan yang sudah mengembalikan tahanan ke
Rutan/Lembaga Pemasyarakatan wajib melapor kepada Kepala
Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksl
Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak pidana Khusus dengan

menunjukkal bukti pengembalian tahanan.

BAB V

PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA

pasal 9
Pengawalan dan pengamanan tahanan pada setiap tahap sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal g dilakukan
minimal oleh 2 (dua) orang pengawal Tahanan dib€ntu minimal 2 (dua)
orang petugas kepolisia-n untuk 1 kali pengangkut€n/ I mobil tahanan.
Dalam keadaan tertentu, personil pengawal Tahanan dan petugas
kepolisian dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
oleh Kasubdit Tindak pidana Korupsi/Asisten Tindal< pidaia

{1)

12)
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Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejalsaan

Negeri/Xepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak

Pidana Khusus.

Pasat lO

Sarana dan prasarana untuk pengawalan dan peng€Lmanan tahanan harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. kend€Jaan yang digunatan untut dtengangkut tahanan setiap hari

harus di cek dan dinydtakan dalam keadaan baik da! laikjalan;

b. borgol yang digunakan harus berfungsi baik dan jumlahnya

disesuaikan dengan jumlah tahalan;

c. baju tahanan bertuliskan "Tahanan Kejaksaan,; dan

d. Pengawal Tahanan wajib dilengkapi alat komunikasi Handy Talkie (HT)

dan atau alat komunikasi lainnya yaig berfungsi baik.

BAB VI
KEADAAN DARURAT

Pasal 11

Pada saat keadaan darurat, pengawal Tahanar wajib mengambil tindalar
sebagai berikut :

a. apabila mobil tahanan mengalami gangguan (pecai ban, rusak mesin,
kecelakaan dan lainlain) sehingga mobil tahanan tidak dapat
berfungsi/dijalankan, pengawal Tahanan melaporkan kepada Kasubdit
Tindak Pidana Koiupsi/Asisten Tindak pidalla Khusus/Kepala
Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri /Kepala Seksi
Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak pidana Khusus
menggunal<an sarana tercepat dan berkoordinasi dengan pihak
Kepolisian;

b. jika terjadi gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengawal

Tahanan harus mengambil langkahJangkah untuk tel.aminnya
keamanan dan keselamatan tahanan; da-n

c. apabila tahanan melarikal diri, pengawal Tahanan mengupayakan
pencarian, penangkapan secara maksimal dan segera melaporkan
kepada Kasubdit Tindak pidana Korupsi/Asisten Tindak pidana

Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejal<saan
Negeri/Kepala Seksi Tindak pidana Umum/Kepala Seksi Tindak pidana

Khusus serta menghubungi pihak kepolisiar terdekat dengan saiana
terceDat.
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BAB VII

DUKUNGAN INTELIJEN

pasal 12

Selama masa pengawalan taialran dar-i dan kembali ke Rutan/l€mbaga
Pemasyafakatan serta pengamanan tahanal selama di ruang gedung
Pengadilan dan atau gedung Kejaksaan, seca-ra melekat petugas intetjen
memberi dukungan pengamanan dan penggalangaa ya_ng mekaaismenya
sesuai yang telah diatur dalam SOp Intelijen dan SOp Terintegrasi dalam
Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia {pERJA
Nomor 046/A/JA/ I2 l2ott taj lgged 28 Desember 20 I l ) .

BAB VIII

SANKSI

pasal 13

Tindakan pengawalan dan pengamanan tahanan yarlg tida-k dilaksanakan
sesuai dengan Standar: Operasional prosedur (SOp) ini af<an djlakukan
pemeriksaair dan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundalg_
undalgan.

BAB IX

PENUTUP

pasal 14

Standar Operasional prosedur (SOp) pelrgawalalr dan penga.maaan
Tahanan ini digunakan sebagai pedoman pelatsalaan pengawala-n dan
pengamanan tahanan dalam penyelesaian perkara tindak pidala.

Sejat berlakunya Standar Operasiona.l prosedur {SOp) pengawalan dan
Pengamanan Tahanan ini, semua peraturan Jaksa Agung Rt,
Keputusan Jaksa Agung RI, Instruksi Jalsa Agung RI dan ketentuan_
ketentuan lain yang mengatur tentang petunjuk .teknis pengawalan
dan pengamanan tahanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentane.rn
dengan Peraturan ini.

( 1 )

12)
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Pasal 15

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangart

Peraturan Jaksa Agung ini dengan penemPataDnya dalam Berita Negara

Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal . .1.. ...lsF r, . /-u.r.J. .. ... ... ..
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK TNDONESIA TAHUN .?o13NOMOR ..44t..........

AMIR SYAMSUDIN


